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ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Good Corporate
Governance (GCG) on financial performance at BKKBN DIY Representatives, the role
of internal auditors in optimizing Good Corporate Governance (GCG) at BKKBN DIY
Representatives, and obstacles in optimizing Good Corporate Governance (GCG) at
BKKBN DIY Representatives.Through descriptive qualitative research methods, by
interviewing 5 employees who are a team of auditors, latbang, and treasurer
expenditures and make observations. From the results of the research on the
implementation of GCG at the BKKBN DIY Representative Office, it is optimal because
it can minimize the occurrence of irregularities and make financial management easier,
the role of auditors on financial performance is optimal because auditors always carry
out their roles properly, namely as quality assurance and consultants, although there
are still obstacles to optimizing. GCG but it can still be resolved.
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1. Pendahuluan

Era globalisasi seperti sekarang perubahan sangat cepat terjadi dimulai dari
kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi, politik dunia, dan lainnya. Maka dari itu
organisasi atau pemerintahan diharapkan meningkatkan kinerja eksternal maupun
internalnya agar tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) tidak
kalah saing dengan negara asing. Juga harus dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini
yang semakin modern dan menuntut sebuah organisasi tersebut harus bergerak
mengikuti perubahan yang ada. Reformasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam
paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi
birokrasi itu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki proses
birokrasi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Masyarakat
menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai
cara membentuk pemerintah yang bersih (Clean Government) dan tata kelola
pemerintah yang baik (Good Governance).

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang benar dan pemahaman
yang baik di instansi pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pengelolaan yang sehat dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance
(GCG) harus diikuti dengan aparatur yang kompeten. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good corporate governance) adalah merupakan tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel,
responsibel, independen, dan setara. Sedangkan peran audit internal tentunya
mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah
dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah
lembaga Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di
bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai dengan
ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. BKKBN juga bertanggung jawab
kepada presiden melalui menteri kesehatan. Perwakilan BKKBN DIY dalam upaya
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG)
dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai maupun pimpinan
wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif
dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM dilakukan bersama-sama, dilaksanakan secara terbuka
dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat
dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan
Reformasi Birokrasi (RB) khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Perwakilan BKKBN DIY juga telah melaksanakan Zona
Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) hal ini menegaskan komitmen BKKBN
sebagai lembaga negara yang konsisten dalam pencegahan terjadinya korupsi.

Auditor internal merupakan elemen monitoring dan struktur pengendalian
internal dalam suatu organisasi baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan, yang
dibuat untuk mengoptimalkan dalam memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur
pengendalian internal lainnya melalui Good Corporate Governace (GCG). Auditor
internal menurut Tugiman (2006) adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat
dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan
yang di laksanakan organisasi.
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2. Tinjauan Pustaka
2.1 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Monks (2011) Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu
tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan
atau organisasi yang menentukan arah Kinerja pada perusahaa atau organisasi. Menurut
Kaen dan Shaw (2003) Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep
GCG yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat
komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara
konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat
menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan
tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
2.2Auditor Internal

Audit Internal adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa
konsultasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi
organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya (Zamzami, 2013).
Audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi
organisasi. Sehingga pada dasarnya auditor internal memiliki wewenang dalam
memastikan seluruh proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah di
tetapkan dengan cara pelaksanaan audit yang berkelanjutan serta disisi lain perusahaan
atau pemerintahan juga dapat merasakan manfaatnya.
2.3Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak
manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan
juga untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Kinerja keuangan merupakan tingkat
pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan dibidang keuangan yang meliputi
anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah
ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode
anggaran. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat
sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011).
2.4Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah
non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas
pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan
pelaksanaan di lapangan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada
tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi
BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN
yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk
Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan
kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”.
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3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode penelitian
kualitatif deskriptif, mewawancarai 5 orang karyawan yang merupakan tim auditor,
latbang, dan bendahara pengeluaran serta melakukan observasi. Penelitian ini dilakukan
di Perwakilan BKKBN DIY untuk mengetahui bagaimana peran auditor
mengoptimalisasikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja
keuangan.

4. Hasil

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Perwakilan BKKBN DIY
sudah optimal karena dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan sangat
berpengaruh dan mendukung terhadap pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih
mudah. Peran auditor terhadap kinerja keuangan sudah optimal karena auditor
menjalankan perannya dengan baik yaitu sebagai quality assurance, konsultan,
pengawas, sebagai pendorong dan evaluator dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.
Dalam mengoptimalkan GCG ada beberapa hambatan tetapi itu masih bisa diatasi oleh
karyawan Perwakilan BKKBN DIY.

5. Pembahasan
5.1 Pedoman Dasar Penerapan

Perwakilan BKKBN DIY dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang
baik Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka akuntabilitas pengelolaan
keuangan, seluruh pegawai maupun pimpinan wajib menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
(ZIWBK) secara efektif dilingkungan kerjanya masing-masing. Dimana wujud
komitmen itu adalah dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) diantaranya
adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan,
pelaporan, supervisi dan reviu intern. Untuk penerapan SPIP di Perwakilan BKKBN
DIY mulai sejak tahun 2009, sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
diterapkanya ZIWBK di Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2012, dan juga
merupakan salah satu dari 10 daerah percontohan yang diajukan untuk memperoleh
predikat ZIWBK tahun 2019 dan mempresentasikan pembangunan ZIWBK
dilingkungan Perwakilan BKKBN DIY dihadapan tim KEMENPAN RB. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
selurun pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP
peraturanya sesuai dengan PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2008 sedangkan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia telah menerbitkan PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang
pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
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5.2.Implementasi GCG di Perwakilan BKKBN DIY

Pelaksanaan GCG di Perwakilan BKKBN DIY tidak terlepas dari prinsip-prinsip
nya yaitu transparency, independency, Responsibility, Accountability, dan fairness,Hal
tersebut sesuai dengan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/MMBU/2002
tentang lima penerapan praktek GCG. Auditor internal berfungsi untuk mengawasi
jalannya instansi pemerintah dengan memastikan bahwa instansi tersebut telah
melakukan praktik dalam penerapan prinsip GCG. Karena prinsip tersebut merupakan
upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan. Tanggung jawab merupakan
salah satu prinsip mendasar yang penting yang harus diterapkan di dalam kegiatan
sehari-hari. Untuk melakukan pencegahan KKN pemerintah Indonesia mengeluarkan
landasan hukum vyaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara Yyang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.Menurut Pope (2003) bahwa KKN menyalah gunakan kekuasaan dan
kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, saat ini sudah menjadi masalah dunia
yang harus di berantas dan harus ditanggulangi secara serius, serta sangat penting
program transparency pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk
memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai. Perwakilan BKKBN
DIY sudah menerapkan transparansi informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak
yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggung jawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.
Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Nomor
178/PMK.05/2018 dan 196/PMK.05/2018 tentang peningkatan kinerja dan kualitas
pelaksanaan anggaran serta optimalisasi peran belanja pemerintah dalam
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Di Instansi Perwakilan BKKBN sendiri untuk
meningkatkan kinerja keuangan salah satunya dengan dilaksanakan nya Rapat
Pengendalian Program (RADALGRAM) itu tentang evaluasi pencapaian kegiatan dan
penyerapan anggaran di bulan lalu, tujuannya agar mengetahui progres pencapaian
Kinerja dan penyerapan anggaran setiap bulannya.

5.3 Program Kegiatan Auditor Untuk Menerapkan GCG

Kegiatan auditor untuk menerapkan GCG diantaranya :

1. Audit Kinerja
Menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi aspek
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

2. Audit Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Sesuai dengan pasal 48 PP 60/2008 tentang pengawasan intern dan Pasal 50 PP
SPIP Tentang kinerja audit pengelolaan keuangan.

3. Audit Investigasi
Proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis, dan
mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten untuk
mengungkap faktas atau kejadian tentang korupsi.

4. Post Audit
Untuk menilai prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan
darurat telah dilaksanakan tepat, cepat, dan tanggap. Memastikan bahwa
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pelaksanaan pengadaan bahan pangan bagi masyarakat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan mengingat situasi Covid seperti sekarang.

5. Desk Audit
Mengaudit secara tidak langsung dengan memanfaatkan data yang dapat diakses
langsung dari kantor internal audit, seperti data online.

6. Uji Petik Kabupaten/Kota
Pengontrolan/pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian
kualitas terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Kabupaten.

7. SPIP
Melakukan pembinaan/bimbingan kepada Instansi Pemerintah agar menerapkan
SPIP.

8. ZIWBK
Mewujudkan ZIWBK dan WBBM khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

9. Pendampingan Laporan LHKPN dan LHKASN
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan itu akan di
periksa langsung oleh KPK setiap tahun nya, dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) akan diperiksa oleh KEMENPAN RB.

10. Konsultan dan Quality Assurance bidang
Sebagai penasihat atau orang-orang kepercayaan di suatu instansi yang bertugas
memastikan bahwa hasil audit yang diberikan berkualitas.

11. Diklat Kompetensi Auditor
Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya
secara profesional, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5.4 Peran Auditor Internal di Perwakilan BKKBN untuk Menerapkan GCG

Peran auditor sebagai quality assuranceartinya setiap langkah kegiatan audit
yang dilakukan akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen audit
akan merasa puas apabila produk jasa audit yang dihasilkan mempunyai kualitas yang
sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Elliot (1993) penjamin kualitas/quality
assurance adalah seluruh rencana atau tindakan sistematis yang penting untuk
menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari
kualitas. Audit internal sebagai konsultan dalam suatu organisasi agar setiap
permasalahan yang ada di komponen-komponen auditor bisa menjadi pendamping
untuk memberikan solusi, dan diharapkan dapat memberi manfaat berupa nasehat
(advice). Ketika proses sudah berjalan auditor melakukan pengawasan baik dari aset
maupun jalannya operasional instansi sehari-hari terutama dari aspek pengendalian
kontrol dan pemeriksaan karena itu sebagai pencegahan awal agar tidak ada yang
melenceng dari aturan. Auditor sebagai pendorong untuk menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG) dan juga sekaligus sebagai evaluator. Menurut
teori keagenan/agency theory bahwa principal disebut juga evaluator informasi, yang
diasumsikan harus bertanggung jawab atas pilihannya sehingga mereka dapat
mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia.
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5.5 Hambatan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Perwakilan
BKKBN DIY

Dalam setiap penerapan kebijakan di instansi ataupun perusahaan tidak lepas dari
yang namanya hambatan diantaranya:

1. Komunikasi dan Koordinasi
Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain maka
komunikasi vebal ataupun non verbal antar individu maupun kelompok sangat
penting, karena dengan berkomunikasi kita dapat menyampaikan ide, pesan, dan
terbentuknya pendapat umum dalam suatu instansi dan dapat terjalinnya suatu
komitmen yang baik. Komunikasi juga dapat menghindarkan dari kesalah
pahaman sehingga selalu terjalin hubungan baik dan tercapainya sebuah tujuan.

2. Komitmen
Berkomitmen tinggi dalam organisasi atau instansi harus dengan dukungan
karena organisasi atau instansi yang mendukung kesejahteraan pegawainya
cenderung menumbuhkan loyalitas pegawai yang lebih tinggi, memiliki
kepercayaan kepada pegawai bahwa dengan bekerja sama akan membuahkan
hasil yang baik pada saat situasi yang berisiko.

3. Kurang Membaca Peraturan
Perlu adanya kesadaran diri untuk membiasakan budaya membaca di sebuah
instansi. Karena peraturan itu sangat penting dan bisa berakibat fatal jika
pegawainya tidak mengetahui peraturan yang berlaku di instansinya, dengan
mengadakan evaluasi antara pimpinan dan pegawai itu bisa menjadi salah satu
cara untuk meningkatkan kualitas dari setiap person.

4. Lupa dengan Aturan
Pendampingan dari auditor sangat penting agar segala sesuatunya berjalan
dengan lurus sesuai dengan aturan yang ada. Pendampingan dapat memperkuat
dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi, meningkatkan
disiplin pegawai agar tidak lupa dengan aturan, meningkatkan pelayanan sosial
dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam
proses pengambilan keputusan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai optimalisasi peran auditor Internal
melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan Kinerja
keuangan di Instansi Perwakilan BKKBN DIY sudah cukup optimal.

1. Pelaksanaan GCG di Perwakilan BKKBN DIY tidak terlepas dari lima
prinsipnya yaitu transparency, accountability, independency, responsibility, dan
fairness. Untuk pedoman GCG ada dua instrumen yaitu Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK),
SPIP diterapkan di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2009 yang merupakan
salah satu sistem pengendalian pemerintah mempunyai lima unsur yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Sedangkan ZIWBK
diterapkan di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2012, tujuannya untuk
mencegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan
publik.
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2. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional
auditor atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada
instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). Peran auditor ada dua yaitu sebagai quality assurance dan konsultan.
Auditor sebagai quality assurance artinya setiap langkah kegiatan audit yang
dilakukan akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen
audit akan merasa puas apabila produk jasa audit yang dihasilkan mempunyai
kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Audit internal sebagai konsultan
dalam suatu organisasi agar setiap permasalahan yang ada di komponen-
komponen auditor bisa menjadi pendamping untuk memberikan solusi, dan
diharapkan dapat memberi manfaat berupa nasehat (advice).

3. Dalam penerapan GCG di Instansi Perwakilan BKKBN DIY tidak lepas dari
yang namanya hambatan. Di Perwakilan BKKBN DIY ada beberapa hambatan
dalam mengoptimalkan GCG diantaranya koordinasi dan komunikasi,
komitmen, kurang membaca peraturan, kurangnya pendidikan dan pelatihan
(Diklat), dan lupa aturan.

Keberhasilan penelitian ini membutuhkan banyak motivasi dan bantuan dari banyak
pihak dan peneliti bersyukur bisa menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sangat berterima
kasih kepada semua pihak yang tidak bisa mereka sebutkan satu per satu dan yang telah
membantu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih terutama
kepada tim Auditor, Latbang dan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BKKBN DIY
karena telah membantu dalam proses pengambilan data peneliti. Akhirnya, Peneliti
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan penelitian
ini.
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